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" Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI GORONTALO UTARA,
’bahwa dalam  rangka = pelaksanaan kebij'a'.]ﬁ:am‘E

-penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi’

pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan
susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo
Utara tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000tentang

Pembentukkan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahaﬂ

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi |
Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :
Indonesia Nomor 4687); '

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara

|
|
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| Menimbang - :

Mengingat

| Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA- |

. BUPATI GORONTALO UTARA, - S J
bahwa dalam fangka pelaksanaan kebijakan ;
penyederhanaan birckrasi di lingkungan instansi |

pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan
susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara; ‘

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam |

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo
Utara tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara. '

. Un?dang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang!'

Pelfnbentukkan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara|
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahani
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); :

. Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
: Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di - Provmsu

Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahunl
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik:
Ind_ones1a Nomor 4687); |

. Unaang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang‘

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Lembaran‘
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N'omoﬂ
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang|
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-|
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang,

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republﬂé Indonesia Nomor
6573); |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
dilibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita’

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018.

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupten Gorontalo Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo'
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 214).
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
" Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

- Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
-pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
‘pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

1.
2.

H

N o

o
@

- manajerial baik teknis maupun fasilitatif. ; ' i

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

- dalam Undang- Undarig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. '
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
B 'Sekretanat Daerah adalah Sekretarlat Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara. |
~ Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Gorontalo Utara ' ' '

Kelompok J abata_n Fungsional adalah himpuman jabatan fungsmnal

‘keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai
‘fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah

J
j

satu tugas pemenntahan
Jabatan Fungsmnal adalah jabatan yang tidak secara tegas dlsebutkan

“dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fung81 non

manajerial baik tekms maupun fasilitatif.
Jabatan Fungsmnal adalah jabatan yang tidak secara tegas dlsebutkan

dalam struktur’ - organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non
: |

o BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, |
FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI | o
: Bagian Kesatu . o
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi :

_ Pasa_l 2
Perangkat Daerah Kabupaten berada dlbawah dan bertanggung}awab
- kepada Kepala Daerah
Perangkat Daerah dlplrnpm oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 3
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.

Perangkat. Daerah nfempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidan'g:
pemerintahan  daerah  untuk membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah. | ‘

Pasal 4

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalamg
Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: ' :

a.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas:

N N N

. Dinas Sosial; 7_ |

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebljakan di bidang politik dan
pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi
kewilayahan, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan
daerah, pembina;am keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

koordinasi pelaksanaan. tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi perangkat daerah; |
pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab daerah; - o
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan perangkat daerah‘ .
Kabupaten Gorontalo Utara;

pengoordmas,lan, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan
evaluasi atas penyelenggaraan pemerlntahan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ‘

Bagian Kedua

Susunan Qrganisasi 7
Pasal 5 {

Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Inspektorat; :
Dinas Pend1d1kan, : ' _ i
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ' ' '
Dinas Kesehatan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

~ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
.- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; K

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

_ 4 _
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Dinas Komunikasi dan Informatika;

m.
n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
o. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
p. Dinas Lingkungan Hidup;
q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunang
r. Dinas Ketahanan Pangan;
s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
t. Dinas Kelautan dan Perikanan;
u. . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
v. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
'w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
x. Dinas Perdagan gan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
y. Dinas Perhubungan;
z. Dinas Satuan Poiisi Pamnong Praja;
aa. Badan Keuangan;
bb. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
_cc. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
~dd. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; '
ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
ff. Staf Ahli; ’ |
BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu |
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
_ ' Pasal 6
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. :
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. :

Pasal 7

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugasg
membantu Kepala® Daerah dalam  penyusunan  kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerahl
serta pelayanan admmlstrauf 3

Pasal 8 _ :
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,?
Sekretariat Daerah me?nyelenggarakan fungsi: :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

5
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pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah; :
e. pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana
Pemerintahan Daerah; dan :
f. pelaksanaan fungs1 lain yang diberikan oleh bupati yang berkaltan
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
‘Susunan organisasi Sekretanat Daerah terdiri atas: |
a. Asisten Pemenntcman dan Kesejahteraan Rakyat: ‘
1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
1. Bagian Perckonomian dan Sumber Daya Alam,;
2. Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
c. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Organisasi; |
2. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan; dan |
3. Bagian Umum.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

: Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

: Pasal 10 :
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai  tugas
membantu Sekretaris Daerah membantu  Sekretaris = Daerah dalan:}
penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum,
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan

rakyat.
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, A51sten '
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : ‘
a. penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum; |
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan
rakyat; ‘

6 ' i
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c. pengoordinasian: ‘pelaksanaan tugas Perangkét Daerah di bidang
pemermtahan, kesejahteraan rakyat dan hukum; |

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebuakan daerah d1 bldang
pemerintahan dan hukum; _

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkalt
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhl pencapaian  tujuan kebljakan di _ bldang :
kesejahteraan rakyat; ' . '

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bldang pemerintahan,
kesgjahteraan rakyat dan hukum; dan

g. pelaksaaan fungsn lain yang diberikan oleh Sekretarls Daerah d1 bldang

' pemerintahan, kese_]ahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan
dengan tugasnya o |

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan _ o
Pasal 12 - o | .
Bagian Pemermtahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemenntahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
" pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

_ kebljakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan)
- administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah. |

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada Pasal 12 Bagian
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

‘a. . penyiapan bahan perumusan keb1Jakan daerah di bidang adm1n13tra31_
- pemerintahan, adrnmlstra31 kemlayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah; '

b. penylapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah d1
bidang admrmst:ram pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
- sama dan otonom1 daerah; ' |

. -penylapan baha_n pengoordmasmn pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan, admindistrasi kewﬂayahan dan kelja
sama dan otonoml daerah ' |

d. _penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakari
daerah di b1dang admlmstrasn kemlayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah; :

Kabag Kabag Asisten Sekda | Wabup
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e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
 administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

f. pelaksanaan fuﬂgsi_lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a angkfa 1, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Bagian Hukum

Pasal 15
Bagian Hukum mempunyal tugas membantu Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pen;lrnusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaari '
tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang—undangaﬁ, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bagian
Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penylapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang—
undangan, bantttan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah d1
bidang perundang—undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi; '

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daeraﬂ
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi; ‘

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentasi dan 1nf0rmasx,
dan .

e. pelaksanaan fungm lain yang diberikan oleh ASISteI'l Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. '

Pasal 17

Susunan Organisasi’ Baglan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a angka 2, terdm dari Kelompok Jabatan Fungsional. -

8
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Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 18

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisterzl
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapaﬁ
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejateraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. :

Pasal 19

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Baglan
Kesgjahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi ' ‘

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah d1

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; |
|

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang keagamaan kesegjahteraan sosial dan l\esejahteraaljl
masyarakat; ;

c. penyiapan bahan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait ' pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakalﬁ
di bidang keagamaan, kesejateraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
dan - :

d. pelaksaan fung31 lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 20

Susunan Organisasi’ Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a angka 3, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan |

Pasal 21 |
Asisten Perekonomlan dan Pembangunan sebagaimana mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan

- sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. :
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